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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN 

MURABAHAH 

PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG 

 

Oleh: 

ANNISA DWI ANTARI 

1502080081 

 

Akad murabahah merupakan proses pembelian barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung melaksanakan prinsip-prinsip syariah, salah satunya fasilitas 

pembiayaan murabahah. Para nasabah dari PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

banyak yang memanfaatkan produk pembiayaan murabahah dengan menggunakan 

media wakalah sebagai instrumen mewakilkan kepada nasabah guna pembelian 

barang sebagai objek pembiayaan, usaha inilah yang melatarbelakangi penelit 

untuk membuat penelitian tentang PT. BPRS Aman Syariah Sekampung terkait 

pelaksanaan pembiayaan murabahah. Adapun pokok permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad wakalah dalam 

pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan 

(field research). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 

Adapun pengolahan data dilakukan secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

akad wakalah pada pembiayaan murabahah terdapat nasabah yang terlambat 

memberikan bukti pembelian barang yang telah diwakalahkan. Bentuk 

pengawasan pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS 

Aman Syariah Sekampung adalah hanya dengan meminta bukti pembelian barang 

yang diwakalahkan. 
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MOTTO 

 

ٌَ تجَِارَةً  ٌْ تكَُٕ انكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ إلََِّ أَ َٕ ٍَ آيََُُٕا لََ تأَكُْهُٕا أيَْ ٍْ ياَ أيَُّٓاَ انَّذِي عَ

ا ًً ٌَ بِكُىْ رَحِي َ كَا ٌَّ اللََّّ َْفسَُكُىْ إِ لََ تمَْتهُُٕا أَ َٔ ُْكُىْ   تزََاضٍ يِ
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu dan jangganlah kamu membunuh 

dirimu; SesungguhnyabAllah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Definisi umum, Bank Syariah adalah lembaga keuangan 

yang menjalankan fungsi perantara (intermediary ) , dalam penghimpunan 

dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah.
1
 Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan 

usahanya tidak memberikan jasa lalu dalam lintas pembayaran.
2
 

Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 

perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat.
3
 

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana 

dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam 

                                                             
1
 M.Nur Rianto, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2015), h. 317-318. 
2
 Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.22. 

3
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 33. 
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perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (interest based), 

sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah 

pembiayaan (financing) yang berbasis pada keuntungan riil yang 

dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
4
 

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi 

menjadi tiga bagian besar, yaitu : produk penyaluran dana (financing), 

produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service).
5
  

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
6
 Salah satu produk dari pembiayaan 

adalah murabahah. Dalam perbankan syariah, produk ini banyak diminati 

oleh masyarakat.  

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 

Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 

pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.
7
 

Murabahah yang dipraktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

yaitu transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank 

                                                             
4
 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), h. 104-105. 
5
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 97. 
6
 M.Nur Rianto, Pengantar Ekonomi., h. 353. 

7
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2013), 

h. 71. 
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dengan maksud agar membelikan suatu komoditas barang  dengan kriteria 

tertentu, dan nasabah berjanji membeli barang tersebut secara murabahah, 

yaitu dengan harga pokok dengan ditambah keuntungan yang telah 

disepakati antara kedua belah pihak. Nasabah melakukan pembayaran 

dengan cara dicicil secara berkala sesuai kemampuan finansial yang 

dimiliki. 

Prinsip dalam transaksi murabahah adalah pengadaan barang 

disediakan oleh pihak bank selaku penjual. Tetapi pihak bank terkadang 

tidak ingin dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. 

Karenanya, bank syariah menggunakan akad wakalah dengan memberikan 

kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. 

Adapun pengertian wakalah secara terperinci yaitu aplkasi 

perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk 

mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. 
8
 

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung selalu menggunakan media akad wakalah. Dalam 

pelaksanaannya, perjanjian murabahah dilakukan dalam selang waktu 

yang sama dengan perjanjian wakalah. Selang waktu yang bersamaan pada 

perjanjian murabahah dan perjanjian wakalah di PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung banyak menimbulkan pertanyaan bagaimana status 

kepemilikan yang menjadi objek perjanjian murabahah tersebut, karena 

                                                             
8
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam., h. 107. 
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perjanjian murabahah telah disepakati tetapi barang yang merupakan objek 

belum ada. 

Pelaksanaan akad wakalah untuk membeli barang yang merupakan 

objek pembiayaan untuk modal kerja dilakukan setelah akad murabahah 

dan akad wakalah disepakati secara formalnya. Setelah akad murabahah 

dan akad wakalah disepakati, nasabah sebagai wakil pihak bank untuk 

membeli barang yang menjadi objek perjanjian tersebut. Setelah akad 

wakalah telah dilaksanakan, pihak nasabah yang menjadi wakil 

berkewajiban memberikan bukti pembelian atas barang yang menjadi 

objek tersebut berupa kwitansi, faktur, maupun nota. Namun sering kali 

pihak nasabah tidak memberikan bukti tersebut secara terperinci bahkan 

tidak memberikan bukti pembelian kepada pihak bank. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana  Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah 

di PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok 

pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad wakalah dalam 

pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan 

Sekampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad wakalah 
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dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan 

Sekampung. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dapat juga dianggap 

sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai 

metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah 

bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan 

tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal 

demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan 

berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan 

secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis 

dalam berbagai cara.
9
 

Adapun maksud jenis penelitian di atas adalah penelitian yang 

dilakukan secara mendalam tentang implementasi akad wakalah pada 

pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun secara harfiah 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian. Dengan tujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, 

                                                             
9
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 26. 
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faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta  dan sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu.
10

 Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini 

berupaya untuk memaparkan suatu kejadian berdasarkan hasil survey.. 

Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk 

menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi 

konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan 

penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu 

dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu 

digunakan pada penelitian kualitatif.
11

 Penelitian ini menghasilkan data 

kualitatif berupa analisis berupa kalimat. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif  kualitatif 

adalah penelitian yang penjabarannya berbetuk kalimat, bukan angka. 

Adapun tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan implementasi akad wakalah pada 

pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. 

3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek data yang diperoleh dari penelitian. 

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. 

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka 

                                                             
10

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 

h. 75-76. 
11

 Ibid., h. 6. 
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data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.
12

 Sumber 

data yang akan peneliti gunakan yaitu : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.
13

 Sumber 

pertama bisa didapat dari individu berasal dari hasil wawancara 

yang biasa peneliti gunakan yakni para pihak di PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung. Peneliti mengumpulkan informasi dan data-

data dari para karyawan yang ada di PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung, yaitu dari Bapak Sugiyanto selaku Direktur, Dedi 

Wahyudi selaku Marketing Lending, Dian Puspitasari selaku Legal 

Officer dan nasabah yang melakukan akad wakalah pada 

pembiayaan murabahah. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang biasanya telah 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
14

 Untuk memperoleh 

data sekunder ini, peneliti mengambil sejumlah jurnal, buku-buku, 

brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

 

                                                             
12

 Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Social Dan Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2013), 

h. 129 
13

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian., h. 39. 
14

 Ibid., h. 39. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer 

dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan 

langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan 

digunakan untuk pemecah masalah yang sedang diteliti atau untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara 

metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin 

dipecahkan. Banyak hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan 

penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang 

digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian.
15

 

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu 

sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden.
16

  

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan wawancara 

dengan jenis wawancara bebas terpimpin. Dimana peneliti 

menyiapkan pertanyaan secara garis besar mengenai akad wakalah 

pada pembiayaan murabahah. Wawancara tersebut dilakukan 

                                                             
15

 Syofisn Siregar, Statistika Deskriptif untuk Penelitian, (Jakarta: PT.  Rajagrafindo 

Persada, 2011), h 130. 
16

 Ibid., h 130. 
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kepada Ibu Dian Puspita Sari selaku legal officer dan Bapak Dedi 

Wahyudi selaku account officer PT BPRS Aman Syariah 

Sekampung. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
17

 Cara yang 

dilakukan peneliti adalah dengan membaca berbagai literatur yang 

berkaitan dengan penelitian untuk meneliti dan melengkapi data. 

5. Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif  adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

didapat diceritakan kepada orang lain.
18

 Metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif 

lapangan. 

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah 

diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini di 

lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, 

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), h. 188. 
18

 Ibid., h. 248. 
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fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang 

setelah penelitian masuk dan selama di lapangan. Langkah yang 

selanjutnya adalah analisis selama dilapangan model Miles And 

Huberman, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu.  

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan anlisis terhadap 

jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah 

di analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredible. 
19

 langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis 

data adalah analisis data selama di lapangan model Spradley, analisis 

data pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seorang 

informan yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang 

objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada 

informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil 

wawancara.
20

 

Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini 

ialah teknik analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena 

analisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi 

                                                             
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 245-246 
20

 Ibid, h. 253 
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hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep 

dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul : 

Implementasi Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS 

Aman Syariah Kecamatan Sekampung”. 

Pada BAB I Pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah 

yang membahas tentang alasan memilih permasalahan yang terkait judul 

dengan mengungkap objek kajian, gambaran teori sampai pada 

permasalahan. Kemudian diisi dengan rumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, dan diakhiri dengan metode penelitian. 

Pada BAB II berisi tentang kajian teori dengan sub bab pengertian, 

dasar hukum, rukun, syarat murabahah dan wakalah, ketentuan umum 

murabahah, standarisasi murabahah, murabahah dalam perbankan,  

Pada BAB III Pembahasan berisi tentang sejarah berdirinya PT. 

BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung, visi dan misi PT. BPRS 

Aman Syariah Sekampung, struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung, produk layanan pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 

serta penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS 

Aman Syariah Sekampung.  

Pada BAB IV penutup berisi kesimpulan penelitian dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian tentang Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 

ayat (1) huruf d. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, 

yang dimaksud dengan “akad murabahah” adalah akad pembiayaan 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan 

yang disepakati. Penjelasan tersebut belum mengungkapkan 

mekanisme dari pembiayaan murabahah hanya merupakan perjanjian 

jual-beli barang yang biasa dilakukan antara seorang pedagang yang 

bukan lembaga keuangan dan langganan pembelinya.
21

 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual 

harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
22

 

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis ba‟i atau 

jual beli. Murabahah adalah produk pembiayaan yang paling banyak 

digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut 

                                                             
21

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah., h. 193. 
22

 M Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi., h. 355.  
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pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini murabahah menduduki 

porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di dunia.
23

 

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa arab Al-bai‟ yang 

makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. 

Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yakni kata as-syira‟ (beli). Maka, kata al-bai‟ berarti jual, 

tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara therminologis, para 

ulama’ memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama’ Hanafi 

terdapat dua definisi jual beli adalah : 

 Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu 

 Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan 

melalui cara tertentu yang bermanfaat. 

Ulama’ Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali memberikan 

pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam 

bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan 

pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar 

menukar harta / barang yang tidak mempunyai akibat milik 

kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang 

dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa 

uang.
24

 

                                                             
23

 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah., h. 190-191. 
24

 Muhadi Zainuddin, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta ), h. 24. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah bentuk 

pembiayaan yang berprinsip jual beli antara penjual dan pembeli 

dimana harga barang yang menjadi objek pembiayaan saling diketahui 

serta keuntungan disepakati bersama. 

2. Dasar Hukum Murabahah 

a. Dasar dalam Al-Quran 

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah 

berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah: 

1) Firman Alllah dalam surat al-Baqarah 275 : 

ُ انْبيَْعَ  أحََمَّ اللََّّ بأََ وَ انزِّ حَزَّ َٔ  

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba” 

2) Firman Allah dalam surat al-Nisa’ 29 : 

هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَأكُْلوُا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلََِّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  يَا أيَُّ
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًاتَرَاضٍ مِ  نْكُمْ وَلََ تَقْتُلوُا أنَْفُسَكُمْ إنَِّ اللََّّ  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama suka di antara kamu dan jangganlah kamu membunuh 

dirimu; SesungguhnyabAllah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah 

diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum.
25

 

 

 

                                                             
25

 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Lampung : Stain Jurai Siwo Metro 

Lampung, 2014), h. 58. 
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b. Dasar dari al-Sunnah 

Dasar atau landasan yang berdasarkan al-Sunnah antara lain : 

1) Hadis Riwayat Abu Bakar : 

ِٓحأَََّانَُّبِيِّ صهَّٗ  ا أرََادَ انْ ًَّ سَهَّىَ نَ َٔ  ِّ ُ  ْاّللَّ عَهيَْ ََ أبَُٕ بكَْزٍ رَظِيَ اللََّّ رَةَ ابْتاَ

ا ، فمَاَلَ  ًَ يِ أحََذَُْ نُِّ َٔ سَهَّىَ :  َٔ  ِّ ُ عَهيَْ ٍِ ، فمَاَلَ نَُّ انَُّبيُِّ صَهَّٗ اللََّّ ُُّْ بعَِيزَيْ عَ

لاةَُ  ِّ انصَّ َٕ نكَ بِغَيْزٍ شَيْءٍ ، فمَاَلَ عَهيَْ ٍُٕفلَاَ. ُْ ًَ ا بِغَيْزِ ثَ انسَّلاوَُ أيََّ َٔ  
 

Artinya: “Ketika Nabi Saw. hendak hijrah, Abu Bakar Ra. 

membeli dua ekor unta Nabi Saw. kemudian berkata 

kepadanya: „biar aku membayar harga salah satunya.‟Abu 

Bakar menjawab:‟Ambillah unta itu tanpa harus mengganti 

harganya‟, Nabi Saw. kemudian menjawab: „Jika tanpa 

membayar harganya, maka aku tidak akan mengembalinya.”
26

 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

a. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi 

ada beberapa, yaitu: 

1) Pelaku akad, yaitu ba‟i (penjual) adalah pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang 

memerlukan dan akan membeli barang. 

2) Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) dan tsaman (harga)  

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.
27

 

b. Syarat Murabahah 

1) Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli 

menyepakati harga beli barang yang akan ditransaksikan.  
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 Ibid., h. 59. 
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 

h. 82. 
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Harga tersebut harus dijelaskan dalam unit hitung (misalnya 

mata uang) yang jelas. 

2) Informasi tentang keuntungan. Penjual dan pembeli 

menyepakati keuntungan yang akan diperoleh penjual dengan 

menjual barang tersebut kepada pembeli. 

3) Media pembayaran harus unit hitung. Pembayaran harus 

dilakukan dengan menggunakan unit hitung yang terukur dan 

tertimbang. 

4) Tidak boleh mengandung riba. Akad murabahah yang sah 

tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dianggap riba. 

5) Akad pembelian yang pertama harus sah. Karena murabahah 

merupakan jual beli pada harga asal ditambah keuntungan, 

maka secara logika terdapat pembelian pertama oleh penjual 

kepada pihak ketiga. Pembelian pertama ini harus sah 

mengikuti hukum jual beli. Apabila tidak sah pembeliannya, 

maka murabahah yang dilakukan kan menjadi tidak sah.
28

 

4. Ketentuan Umum Murabahah 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifkasinya. 

                                                             
28

 Cecep Maskanul Hakim, Belajar Mudah Ekonomi Islam, (Banten : Shuhuf Media 

Insani, 2011), h.  73-74. 
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d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
29

 

5. Standarisasi akad Murabahah 

a. Pada setiap permohonan murabahah baru, bank per ketentuan 

internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan 

murabahah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan 

antara lain meliputi: esensi pembiayaan murabahah sebagai bentuk 
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jual beli antara bank dan nasabah, definisi dan terminologi. Terms 

and conditions, dan tata cara implementasinya. 

b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan 

pembiayaan murabahah, dan pada formulir tersebut wajib 

diinformasikan: 

1) Jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli 

2) Perkiraan harga barang dimaksud 

3) Uang muka yang dimiliki; dan 

4) Jangka waktu pembayaran 

c. Dalam memproses permohonan pembiayaan murabahah dimaksud 

bank wajib melakukan analisis mengenai: 

1) Kelengkapan administrasi yang diisyaratkan 

2) Aspek hukum 

3) Aspek personal 

4) Aspek barang yang akan di perjualbelikan; dan 

5) Aspek keuangan 

d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud 

sebagai tanda adanya kesepakatan pra akad. 

e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai 

tanda persetujuan kedua pihak untuk melakukan murabahah. 

f. Bank harus melakukan pembelian barang kepada supplier terlebih 

dahulu sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan. 

g. Bank melakukan pembayaran langsung kepada rekening supplier. 
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h. Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara nasabah dan 

bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan: 

1) Definisi dan esensi pembiayaan murabahah 

2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual 

3) Kepemilikan barang oleh bank yang dibuktikan oleh dokumen 

pendukung 

4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank 

5) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan objek nyata 

(phyysical asset) 

6) Harga pembelian dan margin yang disepakati dan tidak dapat 

berubah 

7) Jangka waktu pembayaran yang disepakati 

8) Jaminan 

9) Kondisi-kondisi tertentu yang akan memengaruhi transaksi jual 

beli tersebut (terms and conditions) antara lain: 

 Pelarangan penerapan buy-back guarantee dalam 

perjanjian jual beli 

 Kontrak murabahah hanya dapat di rescheduling; dan 

 Keadaan ketika seorang nasabah yang tidak dapat 

melunasi kewajibannya akibat tidak ada keinginan 

untuk membayar atau ketidakmampuan untuk 

membayar. 
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10) Definisi atas kondisi force majeur yang dapat dijadikan sebagai 

dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian 

(dirugikan) oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik; dan 

11) Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan 

persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi 

sengketa. 

i. Bank menyerahkan atau mengirimkan barang ke nasabah. 

j. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan 

yang diambil dalam rangka rescheduling kewajiban yang belum 

terselesaikan.
30

  

6. Murabahah dalam Perbankan Syariah 

Seperti telah dijelaskan bahwa murabahah merupakan transaksi 

atau akad syariah yang paling banyak dilakukan oleh perbankan, 

karena kemiripan dengan kredit konvensional dan kemudahannya 

dalam melakukan perhitungan. Ada beberapa tipe penerapan 

murabahah dalam perbankan. Namun sebelum hal itu dibahas, di 

bawah ini ada beberapa praktik perbankan yang dapat diterima oleh 

syariah, baik karena dibolehkan secara kesepakatan, maupun secara 

ijtihad. 

a. Umum  

1) Pembayaran dengan cicilan.  
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Dalam perbankan, pembayaran barang murabahah oleh 

nasabah selaku pembeli kepada bank merupakan hal yang baru 

dan tidak terdapat dalam fiqh muamalah klasik. Hal ini 

dibolehkan apabila bank selaku penjual mengizinkannya. 

Artinya pembayaran secara cicilan merupakan hal yang dapat 

disepakati sebelum transaksi dilakukan. 

2) Uang muka 

Untuk meyakinkan bank bahwa nasabah serius akan membeli 

barang/memohon  

pembiayaan dari bank, nasabah biasanya diminta untuk 

menyediakan uang muka antara 20-30% dari total pembiayaan. 

Masalah uang muka ini mengemuka karena belum ada 

pembahasannya dalam fiqh muamalah klasik, sehingga perlu 

ada ijtihad atau fatwa baru. Sebab pada dasarnya uang muka 

merupakan wajah lain dari tradisi perbankan yang 

mensyaratkan adanya self financing atau self capital dari 

nasabah, sehingga bank hanya menyediakan pembiayaan untuk 

kekurangannya. 

3) Diskon untuk pelunasan dipercepat 

Apabila nasabah secara disiplin membayar angsuran terhadap 

kewajibannya, atau setelah setengah dari periode yang 

disepakati, ingin melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, 

maka bank dapat memberikan diskon terhadap kewajiban yang 
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harus dilunasinya. Masalah ini juga menjadi bahan pembahasan 

karena fiqh muamalah klasik tidak pernah membahasnya 

sehingga diperlukan fatwa atau ijtihad baru. Praktik seperti ini 

juga memiliki padanannya dalam kredit perbankan 

konvensional. Perbedaannya apabila dalam perbankan syariah, 

hak untuk melakukan diskon ada pada bank selaku penjual 

sehingga diperlukan tawar menawar terlebih dulu, sedangkan 

dalam perbankan konvensional, diskon ini berlaku secara 

otomatis sehingga nasabah langsung mengetahui berapa yang 

harus ia dapatkan apabila membayar lunas sebelum jatuh 

tempo. 

4) Perhitungan Keuntungan 

Keuntungan yang layak diambil oleh bank biasanya disepakati 

dengan cara dihitung secara persentase dari jumlah pembiayaan 

yang diberikan. Karena mendapat kritik dari berbagai pihak 

sebagai sesuatu tidak berbeda dari konvensional, bank syariah 

kemudian menetapkan keuntungan secara persentase lalu 

disebutkan secara nominal. Akan tetapi tidak jarang didapati 

bahwa bank syariah menetapkan keuntungan seperti bunga 

yang dihitung tahunan (per annum) walaupun namanya 

berubah menjadi “margin” atau “keuntungan”. 

5) Denda bagi yang terlambat membayar atau menunggak 
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Apabila kelalaian atau menyalahi janji, nasabah dapat 

dikenakan denda yang kemudian dimanfaatkan untuk 

kepentingan sosial. Fatwa mengenai hal ini juga merupakan 

sesuatu yang baru, karena sebagian besar ulama tidak 

membolehkan adanya denda finansial akibat keterlambatan 

pembayaran sebab dikhawatirkan akan jatuh kepada riba yang 

diharamkan oleh Islam. Praktik seperti ini juga sebenarnya 

merupakan praktik perbankan, terutama dalam perbankan 

konvensional sudah biasa dilaksanakan, bahkan secara 

otomatis. 

b. Tipe-tipe Penerapan dalam Perbankan Syariah 

Ada beberapa pola penerapan murabahah dalam perbankan 

syariah. Namun kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori 

besar: 

1) Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten 

terhadap fiqh muamalah. Menurut tipe ini, bank membeli lebih 

dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada 

perjanjian sebelumnya. Hal ini mencakup dalam perpindahan 

kepemilikan. Tipe ini menimbulkan masalah dalam harga akibat 

pajak berganda karena perpindahan kepemilikan yang terjadi dua 

kali. 

2) Tipe kedua, mirip dengan yang pertama, tapi perpindahan 

kepemilikan langsung kepada nasabah, sedangkan pembayaran 
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dilakukan bank langsung kepada penjual pertama. Nasabah selaku 

pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan 

perjanjian murabahah dengan bank. Transaksi ini lebih dekat 

kepada murabahah yang asli, tapi rawan dalam masalah legalitas. 

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa 

mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga 

yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah 

menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian 

itu kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti 

bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai bukti pinjaman 

atau hutang. 

3) Tipe ketiga. Tipe ini paling banyak dipraktikkan oleh bank 

syariah. Bank melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, 

dan pada saat yang sama mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli sendiri barang yang aku dibelinya. Dana lalu dikredit ke 

rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima 

uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk 

menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank 

karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Praktik 

seperti ini tidak dapat diterima oleh standar internasional, bahkan 

Dewan Pengawas Syariah Dallah Al-Barakah tidak 

membolehkannya karena dikhawatirkan sama dengan transaksi 

riba yang diharamkan. Dewan Syariah Nasional dalam 
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menetapkan fatwa tentang pembiayaan murabahah menyiratkan 

bolehnya transaksi dengan perwakilan ini. Namun perlu diingat 

bahwa penetapan fatwa seperti itu harus dikaitkan dengan situasi 

yang tidak memungkinkan penerapan murabahah dalam 

perbankan syariah, baik secara kegal maupun perpajakan.
31

  

B. Kajian tentang Wakalah 

1. Pengertian Wakalah 

Secara harfiah Wakalah adalah “memelihara”, “menjaga”, atau 

“menggunakan keterampilan”, atau “merawat” (sesuatu) untuk dan 

atas nama orang lain. Dari sini berasal kata takwil yang berarti 

menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan juga untuk 

melimpahkan tugas kepada orang lain. Wakalah juga berarti suatu 

tanggung jawab. 
32

 

Secara terminologi, al-Sarakhsi mendefinisikan wakalah: 

.ِّ فَ فيِْ ِّ نيِتَصََزَّ ا لِ إنِيَْ ًَ تسَْهيِىُ انْ َٔ فِ إنَِٗ انْغَيْزِ  ِٕ يطُ انتَّصَزُّ كِيمُ تفَْ ْٕ  فاَ انتَّ

Artinya: “Wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan 

kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta 

penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan 

tersebut.” 

 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 20 ayat 19 

mendefinisikan wakalah sebagai “Pemberian kuasa kepada pihak lain 

untuk mengerjakan sesuatu.” Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk 

menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Kuasa 
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untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkam kepada 

orang lain untuk membayar hutang. Sementara kuasa untuk menerima 

hak seperti mewakilkan untuk menerima pembayaran hutang. 

Seorang wakil sepenuhnya menjalankan dan kewenangan dan 

tanggung jawab orang yang diwakilinya. Artinya, perwakilan dalam 

wakalah mencakup penerimaan hak dan kewajiban.
33

 

2. Dasar Hukum Wakalah 

Wakalah disyariatkan berlandaskan al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’. 

a.  Landasan berdasarkan al-Qur’an antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19: 

ُْظزُْ أيَُّٓاَ أسَْكَٗ  ذِيُْتَِ فهَْيَ ًَ ِِ إنَِٗ انْ يًا فهَْيأَْ تكُِىْ بزِِسْقٍ  طَعَافاَ بْعَثُٕا أحََذَ كُىْ ْذَِ

ٌَّ بِكُىْ أحََذًا لََ يشُْعِزَ َٔ نْيتَهَطََّفْ  َٔ  ُُّْ  يِ

 
Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk 

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka 

henndaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah 

ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali 

menceritakan halmu kepada seorangpun.” 

 

Ayat-ayat di atas memang tidak menyebut wakalah secara 

eksplisit, namun apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di 

atas adalah terkait masalah wakalah. Lafaz-lafaz yang berupa 

kata perintah dalam ayat di atas menunjukkan adanya 

perwakilan atau wakalah. 
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b. Sementara landasaan pensyariatan wakalah berdasarkan al-sunnah 

pada umumnya sunnah fi‟liyyah dan sunnah taqririyyah. Riwayat 

yang terkait dengan praktik wakalah yang dilakukan Rasulullah 

Saw. antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Riwayat Abu Burdah: 

ٍْ أبَِ  ِ عَ ٍِ عَبْذِ اللََّّ ٍْ بزَُيْذِ بْ ٍُ انْعِلاءَِ حَذَّ ثَُاَ أبَُٕ أُ سَا يَتَ عَ ذُ بْ ًَّ ٗ حَذَّ ثَُاَ يُحَ

ٍْ أبَِٗ يُٕ سَٗ رظٗ اللََّّ عُّ  ِّٗ  –بزُْدَةَ عَ ٍِ انَُّبِ صهٗ اللََّّ عهيّ ٔ  –عَ

ُْفِكُ  –سهى  ٍُ انَّذِٖ يُ ٌُ الأَ يِي ا لاَلَ انَّذِٖ يعُْطِٗ  –لاَلَ >> انْخَا سِ ًَ رُبَّ َٔ– 

تصََذِّ  ًُ ِّ ، أحََذُ انْ فَّزَا ، طيَِّبٌ َفَْسُُّ ، إنَِٗ انَّذِٖ أيُِزَ بِ َٕ ِّ كَا يِلاً يُ يَا أيُِزُ بِ

>> ٍِ   ٓليَْ

 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bun Al 

„Alaa‟ telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari 

Buraid bin „Abdulloh dari Abu Burdah dari Abu Musa dari 

Nabi shallallohu „alaihi wasallam bersabda: “Seorang 

bendahara yang amanah, yang dia melaksanakan tugasnya 

(dengan baik) “Dan adakalanya Beliau bersabda: „Yaitu yang 

dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan 

sempurna dan jujur serta memiliki jiwa lapang dada, yang dia 

mengeluarkannya (shadaqah) kepada orang yang berhak 

sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al 

Mutashaddiqin”. 

 

Selain riwayat di atas, ada beberapa riwayat yang 

menjelaskan mengenai praktik wakalah pada masa Rasulullah 

Saw. Rasulullah  pernah mewakilkan Amr bin Umayyah untuk 

menikahkan Umi Hbibah binti Abu Sufyan. Rasulullah juga 

mewakilkan kepada Abu Rafi’ untuk menerima nikahnua 

Maimunah binti al-Harits. Rasulullah Saw. juga pernah 
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mewakilkan kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan 

qurban dan mewakilkan kepada al-Bariqi untuk membeli 

seekor kambing. 

Ulama juga bersepakat mengenai diperbolehkannya 

wakalah karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. 

Selain itu, wakalah juga dapat menjadi sarana untuk saling 

membeantu dan menolong sesama manusia. Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) juga melegitimasi wakalah yang 

disebutkan dalam pasal 457-525.
34

 

3. Rukun dan Syarat Wakalah 

a. Rukun Wakalah 

1) Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang 

memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima 

kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa. 

2) Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan) 

3) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.
35

 

b. Syarat Wakalah 

Akad dalam wakalah terjadi dan diakui secara hukum bila 

dilakukan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan 

lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang 

yang mewakilkan telah melakukan ijab, namun orang yang dituju 

untuk menerima perwakilan menolak, maka wakalah semacam ini 
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tidak sah. Syarat sigah yaitu, pertama, wakalah harus dengan 

ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan 

untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, 

sigah tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini 

adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi’iyyah. 

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan 

adalah ia harus cakap  hukum. Muwakkil harus berakal, baligh. 

Tidaksah hukumnya akad wakalah dari  orang gila atau anak kecil 

yang belum mumayyiz. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin 

walinya. Selain itu, muwakkil harus pihak yang berwenang untuk 

melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalkan dalam 

penerimaan pembayaran hutang, ia memang pihak yang berwenang 

untuk menerima pembayaran hutang tersebut. Hanya saja menurut 

al-Zaila’i, muwakkil tidak disyaratkan harus pihak yang 

mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan. 

Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau 

wakil adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada 

persyaratan baligh, dalam wakalah sah apabila wakil adalah anak 

kecil yang berakal dan sudah mumayyiz. Selain itu, wakil harus 

mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. 

Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima 

perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang 
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kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan 

tersebut. 

Menurut al-Musili pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan 

pihak yang mewakil (wakil) harus cakap hukum (berakal, baligh, 

dan tidak terpaksa). Wakil tidak boleh bertindak kecuali atas izin 

orang yang mewakilkan. Namun apabila sigat bersifat umum atau 

mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. 

Sementara syarat yang terkait dengan kewenangan yang 

diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. 

Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang 

hamba, misalnya wakalah untuk menjalani hukuman qisas. 

Menurut kalangan Malikiyah, obyek perwakilan atau 

kewenangan bukanlah ibadah badaniyah. Kewenangan tersebut 

bukanlah kewajiban individu yang terkai dengan ibadah mahdah, 

sepert shalat, puasa. Oleh karena itu tidak sah dan tidak boleh 

perwakilan menjalankan kewajiban semacam ini. 

Menurut kalangan Syafi’iyah syarat yang terkait dengan 

obyek wakalah adalah, 1) obyek memang merupakan kewenangan 

orang yang mewakilkan (muwakkil), 2) obyek wakalah memeang 

dapat diwakilkan, 3) obyek harus jelas yang tidak menimbulkan 

kebingungan bagi para penerima wakalah atau wakil. Berkaitan 

dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan 
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kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, 

zakat, membayar kifarat, sedekah, qurban dan tawaf.
36

 

4. Jenis-jenis wakalah 

Pada dasarnya tugas apa pun yang dapat dilaksanakan oleh orang 

lain dapat dikuasakan kepada orang lain yang dilakukan oleh orang 

lain itu untuk dan atas nama pemberi tugas. 

Mengingat tugas apa saja dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada 

orang lain, maka dimungkinkan adanya jenis-jenis wakalah seperti di 

bawah ini : 

a. Wakil bil-kusomah (untuk menyelesaikan berbagai 

sengketa/perkara atas nama pemberi tugas). 

b. Wakil bil-taqazi al-dayn (untuk melakukan penerimaan utang). 

c. Wakil bil-qabaza al-dayn (untuk melakukan pengurusan utang). 

d. Wakil bil-bai‟ (untuk melakukanjual beli). 

e. Wakil bil-shira (untuk melakukan pembelian barang). 

Dikenal pula di dalam perbankan, suatu jenis wakalah yang disebut 

wakalatul istishmar, yaitu pelayanan oleh bank untuk mengelola dana 

investor atas nama investor tersebut (agency services) dengan bank 

membebankan fee kepada investor atas jasanya itu tanpa mengaitkan 

apakah hasil pengelolaan dana tersebut akan menghasilkan keuntungan 

atau mengalami kerugian. Misalnya, dapat diperjanjikan bahwa bank 
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akan memperoleh fee pada setiap akhir tahun sebesar 2% atau 3% dari 

nett asset value dari dana tersebut .
37

 

5. Berakhirnya akad wakalah 

Akad wakalah berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut: 

a. Atas persetujuan para pihak (mutual agreement). 

b. Diakhiri oleh kedua belah pihak (unilateral termination). 

c. Rusaknya barang yang dijadikan objek yang menjadi tujuan akad 

wakalah. 

d. Meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. 

e. Hilangnya kemampuan salah satu pihak untuk dapat melakukan 

perbuatan hukum. 

6. Penggunaan Wakalah sebagai Instrumen Perbankan 

Akad wakalah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam 

dalam hampir semua moda pembiayaan seperti murabahah. Slam, 

istishna‟, ijarah, diminishing musyarakah, dan aktivitas-aktivitas 

seperti L/C, pembayaran dan penagihan wesel. Fund management, dan 

securitization. Bank-bank Islam kebanyakan tidak membayar fee 

kepada para nasabahnya yang membeli atau menjual barang atas bank 

atau melaksanakan tugas-tugas lain.
38
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 

(empat) alasan utama, yaitu : pertama adanya kehendak sebagian 

masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan 

ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, 

khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya 

keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang 

antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan 

transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga 

adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sehingga 

kelangsungan perbankan syariah tetap terjaga. Keempat adanya 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Lampung, 

khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur,  maka beberapa 

tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di 

Sekampung mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 

nama PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Di mana BPRS sebagai  

Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di 

wilayah cakupan layanannya dengan menerapkan strategi bersaing 
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yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan 

berbagai dimensi.
39

 

Maka dari itu dalam pendirian PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung menggunakan potensi muatan lokal yaitu pada 

permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai  

merupakan para potensi yang  berasal dari masyarakat  Lampung 

Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung. 

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank 

Pemnbiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 

Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  maka di 

Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan 

mendirikan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai community 

bank. 

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat 

didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. 

Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan menegenai 

peluang pasar dan potensi ekonomi.  

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung didirikan berdasarkan Rapat 

Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang 

calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. 

Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS 
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Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh 

Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan 

Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia 

(Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 

tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 

S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS 

Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi 

pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha 

pada tanggal 30 Desember 2014. 

Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan 

Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan 

pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan 

secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan 

nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan 

badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai 

pembiayaan dan simpanan pola syariah.
40
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2. Visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung 

Timur dan sekitarnya melalui : 

a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di 

pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip bank yang 

sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi 

masyarakat. 

c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang 

(rentenir). 

d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik 

antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, 

maupun di antara nasabah BPR Syariah. 

e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan 

tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih 

menekankan kepada usaha.
41

 

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah 
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SUSUNAN ORGANISASI 

PT BPRS AMAN SYARIAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah 

Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2018.
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Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat 

diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi 

Dewan Komisaris. Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian 

Oprasional, Bagian Umum dan SDM serta Bagian Marketing 

Penyaluran dan Pendanaan, selain itu membawahi Internal Audit
43

 

B. Produk Pembiayaan Murabahah dan Wakalah  PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung 

1. Produk Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Aman Syariah 

Dalam pembiayaan murabahah PT. BPRS Aman Syariah Lampung 

Timur membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian 

menjualnya dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan 

harga (harga jual) kepada nasabah tersebut sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

Ketentuan : 

a. PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur akan membiayai 

nasabah untuk tujuan pemilikan, dimana nasabah akan membayar 

dalam jangka waktu tertentu atau dengan cara mengangsur. 

b. Pembiayaan disesuaikan dengan jenis barang yang diminta yang 

disampaikan kepada pemilik barang (dealer, grosir, dll). 
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c. Jumlah pembayaran/pengembalian pembiayaan yang harus dibayar 

nasabah lebih tinggi, dari nilai pembiyaan untuk pembelian barang 

secara tunai, karena jumlah angsuran sudah termasuk pokok 

pembelian ditambah keuntungan (marjin) Bank untuk jangka waktu 

tertentu sesuai kesepakatan bersama. 

d. Adanya perjanjian pembiayaan yang legal menyangkut harga 

pokok pembelian, marjin keuntungan, harga jual, jangka waktu, 

besarnya angsuran. 

Tujuan Pembiayaan ini dimaksudkan untuk pembiyaan pemilikan 

barang misalnya : pemilikan rumah, kendaraan bermotor, inventaris, 

benda ekonomi lainnya baik baru maupun refinancing. Kadar/tingkat 

keuntungan/profit marjin untuk PT. BPRS Aman Syariah Lampung 

Timur dapat dikategorikan untuk setiap jenis barang. Dan besaran 

angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
44

 

2. Produk Wakalah di PT BPRS Aman Syariah Sekampung 

Akad wakalah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

digunakan untuk mewakilkan pihak bank kepada nasabah. Adapun 

pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah dilaksanakan 

berbarengan dalam berakad.  
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C. Analisis Implementasi Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah 

pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

Secara teoritis akad murabahah dianggap sah ketika akad wakalah 

dalam pembiayaan murabahah disepakati terlebih dahulu. Karena syarat 

sah jual beli dianggap sah diantaranya komoditas yang akan 

diperjualbelikan harus menjadi milik secara sempurna di dalam 

penguasaan penjual.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan legal officer PT. BPRS 

Aman Syariah Sekampung, produk penyaluran dana atau pembiayaan 

banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif 

maupun produktif. Produk penyaluran dana atau pembiayaan yang 

disalurkan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah pembiayaan 

dengan akad murabahah. Produk pembiayaan murabahah ini banyak 

diminati oleh masyarakat karena persyaratan dan administrasi yang cukup 

mudah serta dapat diperoleh untuk berbagai macam kebutuhan. 

Pembiayaan murabahah ini biasanya diberikan untuk tujuan konsumtif 

seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, alat-alat elektronik. 

Sedangkan dengan tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja dan 

usaha serta investasi.
45

 

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah di PT. 

BPRS Aman Syariah Sekampung harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
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yang ditetapkan dan dibawa saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan. 

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut adalah: 

1. Jaminan, berupa: BPKB, sertifikat, (tanah, kebun, rumah) 

2. KTP suami istri 

3. Kartu keluarga 

4. Surat nikah 

5. Rekening listrik
46

 

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung dapat dilihat pada skema berikut : 

1. Negosiasi, persyaratan dan     

mengisi formulir 

2. Pengecekan jaminan 

3. Survey (tempat tinggal,  

lokasi usaha) 

4. AO membuat MAP kemudian  

komite 

5. Akad murabahah, akad wakalah. 

6. Dropping dana 

8.Menyerahkan bukti  

pembelian barang dan 

bayar kewajiban 

 

 

7. Beli barang 

Gambar 3.2 Skema Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah 

di PT BPRS Aman Syariah Sekampung
47
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Keterangan gambar: 

1. Antara bank dengan nasabah melakukan negosiasi untuk 

pembiayaan murabahah beserta persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh pihak nasabah. 

2. Setelah persyaratan terpenuhi pihak bank melakukan 

pengecekan barang yang dijadikan jaminan oleh pihak nasabah. 

3. Setelah pengecekan barang jaminan pihak bank juga mensurvei 

dan mengecek rumah dan atau lokasi usaha milik nasabah. 

4. Setelah dilakukan pengecekan barang jaminan, rumah atau 

lokasi usaha oleh bank serta telah dilakukan analisa 

pembiayaan. Kemudian AO membuat MAP, lalu melakukan 

komite. Jika disetujui maka melakukan penjadwalan akad.  

5. Pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah. Dalam akad 

dijelaskan secara detail mengenai objek, jaminan, jumlah 

pembiayaan serta pemberian mandat kepada nasabah. 

6. Setelah ditandatangani akad murabahah dan akad wakalah 

maka selanjutnya dropping dana dari pihak bank kepada 

nasabah. 

7. Setelah pihak nasabah mendapat dana dari pihak bank, pihak 

nasabah menjalankan tugasnya sebaga wakil bank dalam 

pengadaan barang yang telah disepakati dalam akad 

murabahah. Dalam hal ini pihak nasabah membeli barang 
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kebutuhan untuk modal kerja sebagai wakil bank, dengan kata 

lain bank nantinya yang menjual barang-barang tersebut 

kepada nasabah. 

8. Setelah pihak nasabah membeli barang, pihak nasabah 

menyerahkan bukti pembelian berupa kwitansi atau nota 

kepada pihak bank dan pihak nasabah membayar kewajiban 

sesuai dengan perjanjian murabahah.
48

 

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dalam prakteknya 

melaksanakan pembiayaan murabahah, perjanjian wakalah disepakati 

terlebih dahulu, walaupun barang yang merupakan objek murabahah 

belum ada, namun dalam perjanjian murabahah tersebut telah ada 

spesifikasi dari benda atau barang yang merupakan objek murabahah 

tersebut. Perjanjian murabahah juga langsung berbarengan dengan 

perjanjan wakalah, pihak bank menjadikan nasabah sebagai wakilnya 

untuk membeli barang atau objek murabahah, dimana barang tersebut 

merupakan barang yang akan dijadikan modal kerja atau usaha oleh 

nasabah. 

Saat penyusunan perjanjian pembiayaan pihak bank 

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan objek pembiayaan 

kepada nasabah sebagai pembeli seperti harga pokok, margin, dan semua 

yang berkaitan dengan objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan. 

Dalam kontrak perjanjian murabahah tersebut tertera dengan jelas bahwa 
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bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang 

terdiri atas harga perolehan barang dan margin. Nasabah sebagai pembeli 

berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek 

pembiayaan secara cicil kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai 

dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian murabahah.
49

 

Keterbatasan waktu dan sarana pihak PT. BPRS Aman Syariah 

Sekampung dalam pengadaan barang dalam pembiayaan murabahah 

menyebabkan pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung harus dipadukan dengan penggunaan media akad 

wakalah dalam pengadaan barang atau benda yang merupakan objek dari 

pembiayaan murabahah. 
50

 

Akad wakalah merupakan penyerahan, pendelegasian, dan 

pemberian mandat. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan 

kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang menjadi 

objek dalam pembiayaan murabahah. Jadi dapat dipahami bahwa pihak 

bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang atau benda yang 

merupakan objek dari pembiayaan murabahah. 

Alasan penggunaan media akad wakalah pada pembiayaan 

murabahah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah karena : 

                                                             
49 Wawancara dengan Ibu Dian Puspita Sari, Legal Officer PT BPRS Aman Syariah 22 

Maret 2018. 
50

 Wawancara dengan Ibu Dian Puspita Sari, Legal Officer PT BPRS AmanSyariah 

Sekampung 22 Maret 2018. 



45 
 

 

1. Keterbatasan waktu dan sarana pihak bank untuk menyediakan 

langsung barang atau benda yang merupakan objek pembiayaan yang 

diinginkan oleh pihak nasabah. 

2. Agar bank benar-benar sebagai penjual bukan hanya sekedar pemberi 

pinjaman uang untuk kebutuhan nasabah. 

3. Memudahkan pihak nasabah, karena pihak nasabah dapat langsung 

memilih dan membeli barang yang dibutuhkannya dengan syarat sesuai 

dengan yang tertera pada perjanjian. 

Akad wakalah yang diterapkan oleh pihak PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung dibuatkan dalam sebuah perjanjian tertulis dimana 

pihak nasabah sebagai wakil dari pihak bank membeli jenis barang yang 

telah ditentukan, dan berkewajiban melaksanakannya denngan membeli 

barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana yang 

tercantum dalam daftar rencana pembelian barang serta menyerahkan 

bukti pembelian barang kepada pihak bank berupa kwitansi, faktur 

ataupun nota pembelian barang.
51

 

Praktek akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS 

Aman Syariah Sekampung terdapat beberapa persoalan tentang 

pelaksanaan akad wakalah. Pertama, pihak nasabah terlambat memberikan 

bukti pembelian barang kepada bank. Kedua, pihak nasabah pembiayaan 

murabahah tidak memberikan bukti pembelian barang dengan lengkap 

pada pihak bank. Alasannya barang yang mereka beli memang biasa tanpa 
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nota pembelian dan juga uang yang telah direalisasikan bank tidak 

semuanya langsung dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja, karena 

alasan tersebut nasabah pembiayaan murabahah tidak dapat memberikan 

kwitansi atau bukti pembelian barang kepada pihak bank. 

Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diserahkab oleh 

nasabah, pihak bank tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah nasabah 

menggunakan uang yang telah direalisasikan tersebut benar-benar untuk 

dibelikan barang-barang yang telah disepakati untuk kebutuhan modal 

kerja atau digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut menyebabkan 

bank tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibeli oleh pihak nasabah. 

Dengan tidak adanya bukti pembelian barang yang diberikan pihak 

nasabah kepada pihak bank, maka secara prinsip barang bukan milik bank 

dan karena barang secara prinsip bukan milik bank, maka bank juga tidak 

dapat dikatakan sebagai penjual karena tidak memiliki barang yang dijuak 

serta tidak mengetahui bentuk, rupa, dan spesifikasi barang yang dijualnya 

kepada nasabah. 

Bukti pembelian barang merupakan hal yang menjelaskan bahwa 

pihak bank sebagai pemilik barang dan selanjutnya menjualnya kepada 

pihak nasabah. Dalam hal bukti pembelian barang tidak diberikan maka 

bank hanya terkesan sebagai lembaga pembiayaan atau yang memberi 

pinjaman bukan sebagai penjual yang tidak ada bedanya dengan kredit 

pada bank konvensional. Pihak bank memberikan tenggang waktu kepada 

nasabah guna memberikan bukti pembelian yaitu selama 30 hari. 
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Adapun pihak nasabah memberikan bukti pembelian barang pada 

pihak bank, bank juga tidak mengetahui dengan pasti apakah uang yang 

direalisasikan dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena 

bank tidak melakukan survei setelah pelaksanaan akad wakalah oleh 

nasabah, pihak bank hanya berdasarkan kepercayaan kepada nasabah.
52

 

Pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, setelah memberikan 

kuasa atau mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang kepada 

nasabah, tidak ada melakukan survey atau meninjau secara langsung apa 

yang telah dibeli oleh pihak nasabah. Pihak bank hanya berlandaskan 

kepercayaan kepada nasabah karena telah melakukan analisis terhadap 

kelayakan pembiayaan. Tetapi jika nasabah tetap tidak memberikan bukti 

pembelian barang kepada bank, maka account officer bank akan 

menindaklanjuti secara langsung kepada nasabah dengan mendatangi 

tempat tinggalnya.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT.BPRS Aman Syariah 

Sekampung dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi akad wakalah 

pada pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana pihak bank 

mewakalahkan / mewakilkan kepada nasabah agar membeli barang sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah tersebut. Bank menggunakan 

media akad wakalah dikarenakan keterbatasan waktu dan sarana dalam 

pengadaan barang yang menjadi objek pembiayaan. Nasabah yang diberi 

mandat oleh bank wajib menyetorkan bukti pembelian barang yang 

menjadi objek pembiayaan sesuai pada perjanjian di awal. 

B. Saran 

Pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di PT. 

BPRS Aman Syariah seharusnya lebih ditekankan mengenai bukti 

pembelian barang agar barang yang diwakilkan sesuai dengan ketentuan 

syariah. Pada penyerahan bukti pembelian harus sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

OUTLINE TUGAS AKHIR 

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD 

MURABAHAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN 

SEKAMPUNG 

 

HALAMAN SAMPUL DEPAN 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

ABSTRAK 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN 

MOTTO 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan  Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

2. Sifat Penelitian 

3. Sumber Data 

4. Teknik Pengumpulan Data 

5. Teknik Analisa Data 

E. Sistematika Pembahasan 

 



 
 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Murabahah  

1. Pengertian Murabahah 

2. Dasar hukum Murabahah 

3. Rukun dan syarat jual beli Murabahah 

4. Ketentuan umum Murabahah 

5. Standarisasi akad Murabahah 

6. Murabahah dalam perbankan syariah  

B. Wakalah 

1. Pengertian Wakalah 

2. Dasar hukum Wakalah 

3. Rukun dan syarat Wakalah 

4. Jenis-jenis Wakalah 

5. Berakhirnya akad Wakalah 

6. Penggunaan Wakalah sebagai instrumen perbankan 

BAB III PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

2. Visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

3. Struktur organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

B. Produk pembiayaan Murabahah dan Wakalah di  PT. BPRS Aman 

Syariah Sekampung 

C. Analisis implementasi akad Wakalah pada pembiayaan Murabahah di 

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 

BAB IV Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 



 
 

 

 

 Mengetahui ,      Mahasiswa Ybs 

 Pembimbing,  

 

 

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I     Annisa Dwi Antari 

NIP. 19840123 200912 2 005     NPM. 1502080081 

 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


